
EBI-J PrarT I BATANG I{ARI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : .ltr 
TAHUN 2O1O

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH
BAGI PEGAWAI NE,GERI SIPIL DAERAH GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 201O

lvlerrimbang

DE NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

a. ba rwa guna meningkatkan' motivasi kerja serta disiplin pegawai
Negeri Sipil Daerah Guru diringkungan pemerintah Kabupaten aitang
Hari maka perlu diberikan Tunjangan Kinerja Daerah Khusus Guru
yang besarnya disesuaikan oengan ke*r*puun keuangan daerah;

b. b,-llrwa berclasarkan Pasal 3g ayat (1) peraturan Menteri Dalam
Negeri Nonror 59 Tahun 2oo1 tentang perubahan atas peraturan
Me nteri Dalam Nlegeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pe,rgelolaan' Keuangan Daerah, pemerintah Dae-rah dapat
rnemberikan iambahan penghasilan k:pacJa pNS berc!asarkan
p*:rtimbangbn yang :bbiektif" iengan memperhatikan kemampuan
kettangan ciaerah dan menrperoleh persetujuan DPRD sesuai dengarn
kcitentuan pei'aturan perurrdang-undangan; "

c. birlrwa bei'dasarkan perlimbangan sebagaimana climaksud pada hurufa Jan lruruf b, perlu menetapkan peraturan aupati tentang
Pcrnberian l-unjangan Kinerja Daerah bagi pegawai Negeri siprl
D,r, :rah Guru c ilingkurigan. pemerintah Kabupaten 

-Batang 
H Jri rahun

Arrrygaran 2010.

1. Uiidang -- Undang Nomor 12 Tahun 1gs6 tentang pembentukarr
Dnerah otonom Kabupaten Daranr Lingkungan Daerah propinsi
Srtrnafera Tengah (Lembaran Negara Repiiblik lncJonesia Tahun 1956
Nrlrnor 25 ) sebag;aimana dirrbah dengan:Undang-undang NomorlT'ferl-run 1965 tentang' Pembentukan Daerah ringkat ll Sarolangun
Barrgko dan Daerah ringkat ll ranjung Jabung (Lembaran
Ncgyara Republik lnrjonesia Tahun 1g6s'Ncnror b0, Tambahan
Le nrbaran Negara Republik lndonesia Nornor 27SS);

2. Ur:ciang - Unc.lang Nomor '8 Tahun 1g74 tentang pokok-pokok
Ke pegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974
Nc'mor 55, Te mbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

!1041) selragaimana 
''diubah dengan Undang-Unclang Nomor .,3

Tahun 1999 (Lembaian Negara Republik lndonesia'iahun lggg
Nonror 169, lambahan Lembaran Negara Repubiik lndoneeia Nomor

Mengingat :

3890);
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3. Llrdang - Undang Nomor 17 Tahun 2003.ientang Keuangan Negara
(l-e:mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonbsia Nomor 42BO)',

4. Lrr.dang - Undang Nomor,l Tahun 2OO4 tentang'Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355);

5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Fengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lenbaran Republik lndonesia Nomor 41);

6. Urdang'- UnJang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
t.aerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomtr
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437)
s:bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor' 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2008 I'lomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4Ea4;

7. tlndang - Undarrg Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negai'a
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lenrbaran
Negara Republik lndonesia Nomor  a3B);

B. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentarrg Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l-embaran Negara Republik
lr donesia T;rhun 2007 Nomor 82, Tambahbn Lembaran Negara
R epublik lndonesia No-mor 4737);

9 Undang - Unciang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggai.an
Pendapatan dan Belanja Negara ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Talrun 2009 Nomor 15688, Tambaharr Lembaran NeEaia
Republik lndonesia Nomor 5075 ) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 15,
T;rrnbahan Lembaran Republik lndonesia Nomor 421il,

':.

11. Pe,'aturan Pemerintah Nonror 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
K: rangan Daei'ah (t-embaran Negara Republik Indonesia Tahun
21)05 {rlomor:'140, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nonor a576);

12,Pe,aturan Presiden ttoror 
ISZ 

Tahun 2009 tentang tamOafran
Perrghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil.

13. P,:r'aturan Menteri Daiam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
PrErloman Pengelolaan Keuangan Daerah seba$aimana telah diubah
dt:irgan Peraturan'Mentbri Dalbm Nbgeri Nomor 59 Tahun 20Q7;

14.P,:raturan Daerah'Kabupaten Batang Hari' Nomor' 9 Tah'un 2009
tentang Anggaiah Pen'dapatan dan Belahja Daerah Kabupriten
BJtang Hail- tahun Anggaran 2O1O'(Lembaran Daerdh Kabupaten
B;ltang Hari Tahun 2009 Nomor 9);



15. F'eraturan Bupati Batang Hari Nomor -27 Tahun 2009 tentang
Fenjabaran Anggaran Pendapatan dan'Bqlanja Daerah Kabupaten
Erating Hari flfrul Anggaran 2O1O ( Berita Daerah Kabupaten
Eratang Hari Tahun 2009 Nomor 127). ,. : ri,

.a

TvIEMUTU€KAN' ,,,: .., .

Menetapkan : PEF A"TURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
KINI:I?JA DAE tAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH GURU

DTLINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI TAI-:UN

ANC;GARAN 201O

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yitrrg dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Katrtrpaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daeralt ;

3. Kepala Daerah ad;rlrh Bupati Batang Hari
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya di singkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Batang l-1ari

5. Perangkat Daerih adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan
pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas

Daerah, Lembaga Teknis Daerah , Kecamatan dan Kelurahan'
6, Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati yang terdiri dari Badan,

Kantor dan Rumahr ;iakit'
7. Dinas-dinas Daerah adalah Dinas-dinas Daerah Kabupaten Batang l"lari

B. Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
Anggaran Pendap,llan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari;

APBD adalah

9. Pegawai Negeri {}icil Daerah Guru yang selanjutnya disingkat PNSD

seluruh Pegawai Negeri Sipii Daerah Guru yang bekerja didalam
Pemerintah Daera,l^ dan digaji berdasarkan beban APBD setiap tahun

kesejahteraan umul n pegawai;
11. Dinas Pendidikarr dan Kebudayaan adalah Dinas

Guru adalah
lingkungan

berdasarkan

Pendidikan dan KebudaYaan

daftar gaji setiap tarl,unnya;
l0.Tunjangan Kinerjar Daerah bagi PNSD Guru adalah Tambahan penghasilan yang

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipi Daerah Guru dalam r.Qnqt(a peningkatan

kesejahteraan peglawai didasarkan pada Profesi dalam rangka peningkatan

Kabupaten BatanE ilari;
12.Kepala Dinas Pendidikan darr Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabipaten Batang Hari;

13,Kepala Sekolah iiclalah Selur'lh Kepala Sekolah Negeri dalam Wilayah Kabupaten

Batang Hari;
14.Jam irengajar adalah Jam Wajib Bagi Guru mengajar baik di kelas maupun di

Lapangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

I 
Pasal 2

(1)Maksud diberikar, 1'unjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru adalah untuk

meningkatkan ke;tljahteraJn Pegawai rr*egeri Sipil Daerah Guru . dilingkungan

Pemerintah KabuPalen Batang Hari;



(2) Tujuan diberikan Tuirjangan Kinerja Daerah adalah untulC pemerataan honor atau

penghasilan antar F'egawai Negeri Sipil Daerah Guru;
(3) Untuk meningkatkarr tnotifasi kinerja Pggawai Negeli Sipil Daerah Guru

BAB lJI
PENERAPAN TUNIJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAERAH GURU
Pasal 3

('l)Penerapan Tunjang,arr Kinerja Daerah bagi PNSD Guru dititik beratkan pada disiplin jam

Mengajar.
(2) Tunjangan Kirrerja Daerah bagi PNSD Guru diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil. . 

Daerah Guru dilingkurgan Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010;

(3) Tunjangan Kinerja Daerbh bagi PNSD Guru diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil

Daerah Guru berdat;a rkan Profesi

BAB IV
HARI KERJA DAN JAM KERJA

Pasal 4

(1) Disiplin jam kerja ditentukan berdasarkan kriteria :

a. Ketepatan waktu tnasuk dan pulang mengajar;
b. Tidak meninggaikan tugas mengajar pada waktu jam kerja tanpa izin ;

c. Mengikuti OJi tiaaf mengikuti kegiatan kenegaraan dan kegiatan mengajar lainnya

tanpa izin ; dan
d. Hal-hal yang menyangkut disiplin kehadiran.

(2) Hari kerja umum berEi Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru yang bekerja di Pemerintahan

Kabupaien Batang Hari adalah 6 (enam) hari terhitung mulai hari Senin sampai dengan

Sabtu.

(3) Jumlah jam nrengajeir umum efektif dalam 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud

pada uy'ut 111 pal'ing: :;edikit 24 jam/ Per Minggu dengan pengaturan sebagai berikut:

a, TK:
1. Hari Senin sitrnpai dengan hari Kamis :

Jam 07.30 \A/ilt sampai jengan 10.00 Wib
2. Hari Jumat :

Jam 07,00 \l/ib sampai dengan 09.30 Wib

3. Hari Sabtu :

Jam 07.30 Wilt sampai dengan 09.30 Wib

b.SD:
1. Hari Senin sirrnpbi dengan hari Kamis :

Jam 0'i.15 \ /ib sampai dengan 12'45 Wib
2. Hari Jumat :

Jam 07,15 \l/ir sampai dengan 11.00 Wib

3. Hari Sabtu :

Jam 07.15 \l/i'e sampai dengan 11.00 Wib

c. SMP :

1. Hari Senin S;3'rlPEi dengan hari Kamis :

Jam 07,15 y/ib sampai dengan 13.00 Wib

2. Hari Juntat :

Jam 07.15 Wib sampai dengan 11'00 Wib
3. Hari Sabtu :

Jam 0/.15 \,\ib sampai dengan 11'00Wib'



d. SMA / SMK:
1. Har:i Senin salrrpai dengan hari Kamis :

Jam 07.15 W,b sampai dengan 13:45 Wib
2. Hari Jumat:

Jam 07.15 W'b sampai dengan 1 1 .1s'Wib
3. Hari Sabtu :

Jam 07.1 5 \\'it) sampai dengan 12.30 Wib

(4) Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud
dipatuhi oleh Pt:gawai Negeri Sipil Daerah
Pemerintahan Kabucaten Batang Hari

pada ayat (2) dan aYat (3) wajib
Guru yang bekerja dilingkungan

BAB V
SUMBER DANA

Pasat 5

Dana untuk pemberiarr Tunjanga r Kinerja OJerafr bagi PNSD Gyu bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan fietanltr Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2010

Oeidan Kode Rekening 5.1.1.02.05.06 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tah'uh Anggaran 2009.

BAB VI
PEI.IILAIAN KINERJA

Pasal 6

(1)Pengukuran Kinerja didasarkan pada Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

ayat (3) didasarkan pada tolak ukur
a'. Output yang dih;r,;ilkan pegawai kurang dari atau lebih kecil dari jumlah output yang

seharusnyi rr,t pu dipenuhi dan dihasilkan oleh pegawai berdasarkan standar

waktu mengajar yang telah ditetapkan dan waktu normal perryelesaiannya diberikan

penilaian kurangl',
b. butput yang dih:silkan pegawai sama dengan jumlah output yang semestinya

dihasilkan oleh pr:gawai berdasarkan standar waktu mengajar yang telah ditetapkan

dan waktu normirl penyelesaiannya diberikan penilaian cukup ; dan
c. Output yang dihaiitkan pegawai lebih besar dari target jumlah output yang dipenuhi

dan dihasifkan c,leh pegJwai berdasarkan standar waktu mengajar yang telah

ditetapkan dan vrirktu normal penyelesaiannya diberikan penilaian baik'

(2) penilaian kinerja ditetapkan berdasarkan Tingkat Kehadiran dan kinerja Pegawai Negeri

Sipil Daerah (PNSD) Guru dari Tanggal2l bulan sebelumnya hinggq'tanggal 20 bulan

berkenaan,

(3) penilaian kinerja gurrrdilakukan secara berjenjang oleh atasan / Pejabat dimana mereka

ditugaskan,

(4) pejabat penanggurrE jawab pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bgOi PNSD Guru di' ' 
sahkan dten Xepale')in,as Pendididkan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari'

(b) pengawasan daftar hadir PN iD Guru tilakukan oleh Kepala Sekolah termasuk' 'menindatangani 
re kapitulasi daftar hadir dan dilaporkan kepada.Bupati melalui Badan

Kepegawaian Dit<tai Jaerah dan lnspektorat setiap awal bulan berikutnya'

BAB VII
3ESARAN TUNIJANGAN KTNERJA DAERAH

Pasal 7

(1)Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

iZi a..rrrn funganjarr Kinerja Dierah bagi PNSD Guru sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum pirda Limpiran I PeraturSn ini'

BAB VIII



BAB VIII
TATA C,\|IA PENGAJUAN TUNJANGAN KINER}A DAERAH

Pasal B

(1) Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru dibiylrkan pada akhir bulan.
(2) Pe)abat penanggurrg jawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tunjangan

Kinerja Daerah melralli bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai
dengan prosedur yang berlaku.

(3) Pengguna Anggaran 'T'lengajukan surat perintah pembayaran (SPM) sesuai dengan hasil
rekapitulasi daftar hatJir ke Bendahara Umum.

(4) Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru dibebankan pada Dokumen
Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

(5) Pemberian Tunjangart Kinerja Daerah bagi PNSD Guru Golongan lll dan lV dikenakan
Pajak Penghasilan (PPh) 21.

(6) Kepala Dinas Pendicikan dan Kebudayaan wajib melaporkan pelaksanaan pemberian
tunjangan tambaharr t)enghasilan dan bbrtanggung jawab kepada Bupati.

(7) Pengawasan daftar hadir pegawai dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan termas,uk menandatangani rekapitulasi daftar hadir dan dilaporkan kepada
Bupati melalui Bad;rtr Kepegawaian Diklat Daerah dan lnspektorat setiap awal bulan
berikutnya.

BAB IX
KRITERIA PEMOTON GAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH

Pasal 9

(1)Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru bukanlah hak, tapi merupakan
penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru yang melaksanakan tugas dan
berdisiplin sesuai c engan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil
Daerah Guru dilingkr-rngan Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan diberikan setiap
bulan dengan rn€mfr6rftstikan kehadiran pada bulan berkenaan.

(2) Bagi Pegawai Nege,-i Sipil Daerah Guru yang tidak hadir lebih dari 10 (sepuluh) hari
tanpa keterangan dal;rm 1 (satu ) bulan, Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru
tidak dapat dibayarllern dengan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan
Pemerintah irlomor liCr Tahun 1980.

(3) Hasil pemotongan -,'unjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru disetorkan kembali ke
Kas Daerah oleh peinegang kas paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

(4) Tunjangan Kinerja Ltaerah bagi PNSD Guru dapat dilakukan pemotongan kepada
Pegawai Negeri Sipil Daerah Guru yang bersangkutan berdasarkan rekapitulasi daftar
hadir yang dilaksanakan pada akhir bulan bersangkutan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran ll Peraturan ini.

BAB X
PEMBINAAN

Pasal 10

(1)Pembinaan terhadal pelaksanaan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD
Guru di lingkungan F'emerintah Kabupaten Batang Hari dilakukan oleh Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebrrrlayaan se ta Badan Kepegawaian Diklat Daerah.

(2) Pembinaan sebagai,nana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Sistem lnformasi
Kepegawaian (SIMPEG).

BAB XI
MC,NITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

(1)Terhadap pelaksanairn pengaturan Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNSD Guru
dilakukan monitoring c'leh Badan Kepegawaian Diklat Daerah dan lnspektorat.

(2) Hasil monitoring selragsimans dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi dan
dilaporkan kepada B,-rpati melalui Sekretaris Daerah.



'\*

BAB XII
KFTENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sttrut terhitung sejak tanggal 4 Januari 2O1O'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintihkan pengundangan Peraturan ini dengan

pJnempatannya Oitam Eierita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di

*.Pada tanggal
Muara Bulian

19-3-

Diundangkan di
Pada Tanggal

N4uara Bulia:r
19-3- 2010

BATANG HARI
^T*ATEN

BATANG HARIBERITA DAERAH KAB IJPATEN
TAHUN 2010 NOMOIi 11'

BuF4
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LAMPIRAN I : PERATURAT.I BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 11 TAHUN 2O1O
TANGGAL: 1c-1- 2O1O.t _ - -

TUNJANGAI.I KINEIIJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAFI GURU
DILINGK UNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN ANGGARAN 2O1O

A. GURU NEGER] BERSERTIFIKASI

B. GURU NON SERTI.:IKASI

BUL

GOLONGAN IV

GOLONGAN III

GOLONGAN II

TAN BULAN JUMLAH PER
BULAN JUMLAH PER TAHUN

3 4 5

12 Rp. 500.000 ,- Rp. 6.000.000 ,-

12

12

nn. +so,_ooo,;

Rp. 375.000 ,-

Rp.

Rp.

u_11!_g1o ,

4.500.000 ,-

JABATAN

IV

ill

n

n

n

I
I
g

a

a

a

n

I
n

AN PUSAT DAERAH JUMLAH
PER BULAN

JUMLAH PER
TAHUN

3 4 5 6

ll_1u_'10:
Rp. 250.000

Rp. 250.000

*t 
1u_o '90

_Rp. 
200.000

Rp. 125.000

_11:,19-o:oo!::
-r:1T1'-
Rp. 375.000 ,-

*o: u:*9 9lo:

_ *O U.OO0.000 ,-

Rp. 4.500.000 ,-
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SALINAN



LAMPIR.AN II : PERATURAN BUPATTBATANG HARI
NoMoR : 11 tanuru zofi

TANGGAL :19-3- 2o1o

BESAR JLIMLAH POTONGAN TUNJANGAN KINERJA DAERAH
PEGAWAI NE3ERI SIPIL DAERAH GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BAlANG HARI TAHUN ANGGARAN 2O1O

?l'r3l

rita

hrre

u1

an

{{

NO

1

1 Tidak Ada Kabar (Alp

2 Tidak Apel Pagi (TL)

3 lzin Sakit tanpa keter
4 Tidak Masuk Kantor

5 Keluar jam mengajar

b Tidak Apel Siang (CI

7 Sakit adanya pemberit
pada hari ketiga dibukt
Sakit tanpa pemberital

I Sakit yang dilengkapi
hari.

10 Sakit ada pemberita
dianooao TK

11 Sakit yang dilengka
kelebihannva ciianqqar

12 Sakit lebih dari 14 hari

13 Cuti (semua bentuk ci

anak, ayah/lbu/mertua
pentinq maksimal 2 (dL

14 Tugas Belajar (Tubel)

15 Tugas Belajar sudah t

to lzin Terlambat datang
surat tugas atau memr
oleh pejabat organisa
mendesak.

17 lzin Terlambat datanr
seperti : mengurus k
mengalami musibah k

harus disusulkan kemu
18 lzin Cepat Pulang kar,,

keluarga, membesuk lr

musibah kecelakaan/si,
iika bersama harus ada

19 lzin Cepat Pulang kar
atasan langsung sebej
langsung yang bersanll
berurusan.

20 lzin Untuk menghadiri
kemasyarakatan seper'
dibuktikan dengan adar
Denourus V?oct fi]efloutr

KOMPONEN
JUMLAH

POTONGAN
/ HARI

2 3
a) 4%
Tanpa Keterangan 1%
rrgan dari Dokter 2 o/o

Vt hari pag: tanpa keterangan 1%

tanpa kete'angan 1o/o

') Tanpa Keterangan 1 o/o

,huan dari yang bersangkutan maksimal hanya 2 (dua) hari,
kan denqan surat keteranoan dari Dokter.

Dibayar
Penuh

ruan dianggap TK 2%
clengan surat keterangan dokter maksimal 14 (empat belas ) Dibayar

Penuh
n tetapi lebih dari 2 (dua) hari tanpa surat keterangan dokter 2 o/o

pi dengan surat keterangan dokter (maksimal 14 hari)
izin

2 o/o

ada surat izin cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) Dibayar
Penuh

i kecuali cuti diluar tanggungan Negara), jika ada istri/suami,
yang meninggal atau sakit keras dapat diambil cuti alasan
) bulan (PP.No.2411 976)a

Dibayar
Penuh

50%
e bis masa waktunya Tidak dibayar

)(arena melaksanakan tugas Kedinasan dan dibuktikan dengan
r dari atasan langsung yang bersangkutan, kemudian diketahui
s;/tempat bertugas atau disusulkan kemudian yang sifatnya

Dibayar
Penuh

g karena terkait dengan masalah sosial yang sifatnya'darurat
e uarg? dan famili atau kerabat dekaVtetangga dekat .yang

ecelakaan atau meninggal dunia (emergence), yang izinnya
dran dari Kepala Unit Kerj3 yang bersangkutan. _

Dibayar
Penuh

:rra terkait dengan masalbh sosial seperti membesuk mengurus
r(rrabat dekat / famili dekat, tetangga dekat yang mengalami
rl:it kerasimeninggal dunia, ada izin dari atasan langsung, dan
izin kolektif dari kepala unit keria va kutan

Dibayar
Penuh

rr:na sakit atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh
lu,m jam kantor habis dan ada bukti surat tugas dari atasan
lh.utan, kemudian diketahui oleh pejabat atau organisasi tempat

Dibayar
Penuh

undangan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga resmi
acara PKK, Organisasi lainnya, Sekolah, Dewan Sekolah

/a undangan resmi, kehadirannya diketahui oleh pejabat atau
ang.

ti
Dibayar
Penuh

l7: a :---''uffarrw
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